
 
 

 
 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 28  TAHUN 2010 

TENTANG 

TARIF JASA KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
(RSUD) CIBINONG KABUPATEN BOGOR DALAM PENERAPAN POLA PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK BLUD) 

BUPATI BOGOR, 
Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 
kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Cibinong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 
secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 
445/388/KPTS/HUK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan 
Kelas B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong sebagai Satuan 
Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh; 

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan perlu 
melaksanakan kerjasama operasional pemanfaatan sistem informasi 
dan manajemen rumah sakit,  sehingga Rumah Sakit sebagai Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berwenang 
memungut tarif jasa pelayanan yang besaran tarifnya ditetapkan oleh 
Bupati atas usul Direksi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam            
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif 
Jasa Kerjasama Operasional (KSO) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Cibinong Kabupaten Bogor dalam Penerapan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4483); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 48); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan … 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman  
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
4262); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang  Dewan 
Pengawas Badan Layanan Umum; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah 
Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2008 Nomor 14); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2009 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA KERJASAMA 
OPERASIONAL (KSO) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 
CIBINONG KABUPATEN BOGOR DALAM PENERAPAN POLA 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK 
BLUD). 

 

Pasal 1 

Atas jasa pelayanan kerjasama operasional (KSO) di Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Cibinong dikenakan biaya. 

 

Pasal 2 

Besarnya tarif jasa pelayanan kerjasama operasional (KSO)  adalah sebesar 
Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk semua transaksi per pasien. 

Pasal 3 ... 
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Pasal 3 

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemungutan biaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kabupaten Bogor. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal  30 April 2010 

BUPATI BOGOR, 
 

ttd 
 

RACHMAT YASIN 
Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal 3 Mei 2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
 

ttd 
 

NURHAYANTI 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN  2010  NOMOR  28 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 
HERISON 


